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ABSTRAK 

Pidana denda merupakan kewajiban membayar sejumlah uang, 

sebagaimana telah ditentukan di dalam putusan hakim yang dibebakan kepada 

terpidana atas pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukannya. Pidana denda 

ini diancamkan terhadap hampir semua pelanggaran (overtredingen) yang 

tercantum dalam buku III KUHP dan juga terhadap kejahatan dalam Buku II 

KUHP yang dilakukan dengan tidak sengaja. Selain KUHP, pidana denda juga 

diatur di Luar KUHP untuk menangani tindak pidana khusus dan RUU KUHP. 

Pidana denda dianggap sebagai pidana alternatif, karena termasuk jenis 

pemidanaan yang ringan. Namun, dalam menerapkan pidana denda selalu timbul 

permasalahan mengenai nominal yang dijatuhkannya. Permasalahan pada nominal 

tersebut, tentunya akan berimbas pada strafmaat yang dijatuhkan oleh hakim 

terhadap terpidananya. Yang mana, strafmaat sendiri berkesinambungan dengan 

keadilan dalam penjeraan yang semestinya.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis 

normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif 

analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode 

sumber data primer, sumber data sekunder, sumber data tersier 

Hasil penelitian menunjukan bahwa strafmaat sistematika penjatuhan 

sanksi pidana denda berdasarkan KUHP serta Pembaharuan hukum pidana 

Indonesia, masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan pidana denda. 

Kekurangan tersebut, memberikan keleluasaan terhadap terpidananya untuk tidak 

melaksanakan pidana denda yang telah dijatuhkan oleh hakim. Meskipun dalam 

penerapannya pidana denda sendiri memilki kelebihan, namun kelebihan yang 

dimilki pidana denda belum mampu secara seutuhnya menutupi kekurangan-

kekurangan yang dimilki oleh pidana denda. Hal ini karena, pedoman yang 

mengatur mengenai pidana denda (KUHP), sudah usang. Diterbitkannya 

pembaharuan-pembaharuan mengenai pengaturan pidana denda, seperti PERMA 

No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah 

Denda dalam KUHP serta RUU KUHP, kekuatan hukum yang dimiliki tidak 

mampu menyeimbangkan unsur strafmaat pidana denda di Indonesia. Selain itu, 

pengaturan denda di luar KUHP memilki “kelonggaran penjatuhan sanksi”. 

Yakni, apabila terpidana tidak mampu melunasi pidana dendanya, maka diganti 

dengan pidana kurungan/pidana penjara. Hal inilah yang menimbulkan pidana 

denda penjeraanya tidak optimal. Mengenai keadilan yang dihasilkan dari 

penerapan strafmaat pidana denda, tentunya, keadilan tersebut belum bisa 

diterapkan secara optimal. Hal tersebut terbukti dalam pengaturan pidana denda, 

pada sisi pembaharuannya, yakni Perma No. 02 Tahun 2012 belum digunakan 

seutuhnya, karena Perma No. 02 Tahun 2012 masih terdapat ketidakpastian dan 

ketidaksinkronan dalam penerapannya. Tentunya ini merupakan penghambat 

dalam proses pemidanaan denda baik dimasa sekarang maupun di masa akan 

mendatang 

Kata kunci : Strafmaat, Pidana Denda, Tindak Pidana 
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Motto 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pidana denda dalam pengertian RUU KUHP merupakan sejumlah uang 

yang mutlak untuk dibayarkan oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
1
 

Pidana denda sendiri, merupakan stelsel pidana bagian dari KUHP
2
. Stelsel dalam 

bahasa Belanda artinya “sistem”. Stelsel pidana merupakan hal terpenting dalam 

suatu KUHP. Tanpa adanya stelsel pidana, tidak akan ada artinya. Membahas 

tentang stelsel, jika di kesinambungan antara stelsel dengan pidana denda 

merupakan suatu sistem dalam jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama 

ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena 

melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3
  

 Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, 

berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda 

merupakan satu-satunya pidana yang dapat di pikul oleh orang lain selain 

terpidana walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada 

larangan jika denda itu secara sukarela di bayar oleh orang atas nama terpidana.
4
 

 

                                                           
 

1
 RUU KUHP 2019 Pasal 78 Ayat 1 

 
2
 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Denda dan Pemidanaan 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 20.  

 
3
Aisah, “Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP”, Lex Crimen, Vol 4:1 

(Januari-Maret 2019), hlm. 215.  

 
4
 Ibid.  
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 Dewasa ini, banyaknya kasus kejahatan serta tingkat kriminalitas tinggi 

yang kerap kali terjadi di masyarakat. Tentunya, akibat dari hal tersebut, membuat 

resah masyarakat terhadap keberadaan pelaku kejahatan. Jenis kejahatan yang 

kerap kali terjadi di masyarakat pun beragam. Mulai dari yang tergolong berat 

hingga tergolong ringan. Dari jenis-jenis kejahatan yang ada di masyarakat, 

tentunya, aparat penegak hukum harus mempunyai upaya dalam menangani, 

mencegah serta melindungi masyarakat dari kejahatan yang kerap kali terjadi di 

masyarakat. Sehingga, upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 

dalam menangani, mencegah, serta melindungi masyarakat dari tindak kejahatan, 

adalah dengan memberikan penghukuman yang memiliki efek jera serta mampu 

memperbaiki moralitas dari pelaku tindak kejahatan. Salah satu upaya aparat 

penegak hukum dalam memberikan penghukuman terhadap pelaku tindak 

kejahatan adalah dengan menggunakan pidana penjara.  

 Penggunaan pidana penjara sejatinya selalu digunakan aparat penegak 

hukum dalam memberikan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana 

kejahatan. Hal tersebut dikarenakan, aparat penegak hukum menganggap bahwa 

penerapan pidana penjara merupakan cara paling efektif dalam memberikan efek 

jera terhadap pelaku tindak pidana kejahatan serta mampu memperbaiki moral 

dari pelaku tindak pidana kejahatan.
5
 Tetapi tentunya, dalam menjatuhkan 

hukuman terhadap pelaku tindak pidana kejahatan, tentunya harus memperhatikan 

dari jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kejahatan. 

                                                           
 5

 Selfina Susim, “Pidana Denda dalam Pemidanaan Serta Prospek Perumusannya dalam 

Rancangan KUHP”, Lex Crimen, Vol 4:1 (Januari-Maret 2019), hlm. 225.  
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apakah tindak pidana tersebut termasuk dalam jenis tindak pidana berat atau 

tindak pidana ringan. Jika hal tersebut merupakan jenis tindak pidana berat, 

memungkinkan aparat penegak hukum untuk melakukan penjatuhan pidana 

penjara terhadap pelaku tindak pidana kejahatan.
6
 Lantas, bagaimana dengan jenis 

tindak pidana ringan jika diterapkan penjatuhan pidana penjara? Apakah hal 

tersebut memberikan keadilan dalam melakukan pemidanaan terhadap pelaku 

tindak pidana kejahatan? Tentunya untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam 

menjatuhkan putusan, hakim harus bisa memperhatikan dari sisi kemaslahatan 

sendiri. tidak hanya dari sisi delik yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan 

keadilan dalam penjatuhan tindak pidana yang bersifat alternatif.  

 Menurut Hulsman sebagaimana dikutip Roeslan Saleh dalam buku yang 

ditulis oleh Syamsul Fatoni yang berjudul “Pembaharuan Sistem Pemidanaan 

Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan”, dalam menggunakan hukum 

pidana sebagai penunjuk terhadap suatu asas subsidaritas. Yaitu jenis alat 

kekuasaan yang menerapkan sanksi pidana tetapi tidak sampai bergerak apabila 

melalui stelsel sanksi yang bersifat sosial dapat dicapai tujuan yang sama atau 

memang telah tercapai. Artinya, tidak boleh menjatuhkan pidana perampasan 

kemerdekaan yang sifatnya panjang, jika pidana penjara dalam jangka waktu yang 

singkat, pidana bersyarat serta pidana denda telah mampu menyelesaikan 

permasalahan yang di hadapi.
7
  

                                                           
 

6
 Jerry R. Tamboto, “Eksistensi Pidana Denda dalam Pemidanaan di Indonesia”, Lex et 

Societatis, Vol 3:3 (April 2019), hlm. 189.  

 
7
 Syamsul Fatoni, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Terotitis dan Pragmatis 

Untuk Keadilan, (Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2016), hlm. 108. 
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 Dalam kasus-kasus ringan juga dimungkinkan di hindari pidana pidana 

penjara atau kurungan, dengan diberi hukuman berupa denda, mengingat 

dampaknya dan nilai kerugian yang kecil serta dampak dari pidana penjara atau 

kurungan seperti stigma negatif.
8
 Sehingga, untuk menciptakan putusan yang 

mampu memberikan kemaslahatan serta menjadi bentuk dari alternatif tanpa 

meninggalkan nilai-nilai keadilan. Maka, di berlakukanlah penjatuhan hukuman 

dalam bentuk pemidanaan sistem pidana denda yang diperuntukan untuk tindak 

pidana ringan / tipiring. Adapun jenis-jenis tipiring yang dapat diberlakukan 

penjatuhan tindak pidana denda yakni Pasal 364 (Pencurian ringan), Pasal 373 

(Penggelapan ringan), Pasal 379 (Penipuan ringan), Pasal 384 (Penipuan ringan 

oleh penjual), Pasal 482 (Penadahan ringan).
9
  

 Beberapa kasus yang sempat menjadi perhatian publik berkaitan dengan 

seluk beluk sebelum pidana denda dijadikan sebagai pidana alternatif pengganti 

pidana penjara adalah, kasus nenek Minah dan kasus Rasimah. Dalam kasus 

tersebut, nenek Minah di jatuhi hukuman lima tahun penjara karena telah terbukti 

melakukan pencurian terhadap dua buah kakao. Tidak jauh berbeda dengan kasus 

nenek Minah, kasus Rasimah pun juga dijatuhi hukuman lima tahun penjara, 

karena melakukan pencurian terhadap 6 piring yang telah di ambilnya. Mengenai 

nominal benda yang diambil oleh nenek Minah serta Rasimah lebih dari nilai 

Rp.250. Melebihi dari jumlah minimum yang ditentukan oleh KUHP versi lama. 

                                                           
 

8
 Ibid., 

 
9
 Anista Ratenia Siregar, “Eksitensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 

Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Pada 

Peradilan Pidana” Skripsi Universitas Sumatera Utara (2013), hlm 1.  
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Hal tersebutlah yang menjadikan nenek Minah dan Rasimah di pidana penjara 

dengan Pasal 362 tentang Pencurian dengan menggunakan pemidanaan proses 

beracara biasa.
10

 Meninjau dari kasus nenek Minah dan Rasimah, tentunya hakim 

dalam menjatuhkan putusannya hanya berpedoman pada Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, yang isinya masih menyesuaikan masa pada tahun 1960. 

Sehingga, dalam hal ini diperlukan pembaharuan hukum pidana sebagai pedoman 

hakim untuk melakukan pemidanaan. Selain itu, hakim menggunakan proses 

beracara biasa dalam menangani kasus nenek Minah dan kasus Rasimah. 

Sehingga, penjatuhan putusannya hanya melihat dari sisi delik pemidanaannya 

saja, tanpa memperhatikan unsur nominal benda yang diambil oleh nenek Minah 

dan Rasimah. Padahal jika ditinjau secara spesifik kembali, barang yang diambil 

oleh nenek Minah dan Rasimah besaran nominal benda tersebut jika disesuaikan 

dengan pada masa yang sekarang, tentunya, nominal tersebut nilainya sangatlah 

kecil dan tidak sebanding dengan penjatuhan putusan hukuman yang diberikan 

oleh hakim terhadap nenek Minah dan Rasimah. Jadi , rasanya kurang adil jika 

menggolongkan tindak pidana jika penggolongan kasus nenek Minah dan 

Rasimah merupakan kasus dalam jenis tindak pidana yang berat.   

 Akibat dari hal tersebut, untuk menjembatani nilai-nilai keadilan, maka 

dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Tentang 

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda KUHP. Isi dari 

Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan 

Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda KUHP tersebut, bahwa jika nilai atau 

                                                           
 

10
 Ibid.,hlm. 1.  
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barang tersebut tidak lebih dari Rp. 2.500.000 maka proses peradilannya harus 

menggunakan acara cepat, yang mana hakim yang digunakan adalah hakim 

tunggal. Pasal-pasal yang dapat dilaksanakan dalam proses acara cepat berikut 

364, 373, 379, 384, 407, 482 yang merupakan jenis tindak pidana ringan. Perma 

ini banyak digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai pertimbangan untuk 

menjatuhkan tindak pidana ringan.
11

 Meskipun demikian, walaupun dengan di 

keluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Tentang 

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda KUHP. Isi dari 

Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012, bukan berarti di dalamnya tidak 

terdapat ketimpangan hukum. Ketimpangan yang terlihat dalam Perma tersebut, 

tidak mengatur mengenai berat ringan pidana denda. Sehingga nominal minimum 

yang senilai Rp. 2.500.000 tersebut hanya menjadikan tolok ukur terendah 

perbuatan tindak pidana ringan. Serta perma tidak mengatur tentang kerugian baik 

materi atau materil yang dialami oleh korban.
12

  

 Bila ditinjau ulang dalam perbandingan penjatuhan tindak pidana ringan 

dengan pidana khusus yang sifatnya berat, tentu perlu diulas kembali. Hal tersebut 

dikarenakan, strafmaat-nya masih terbilang tidak seimbang. Strafmaat merupakan 

berat ringan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusannya. Misalnya 

perbandingan kasus nenek minah dan rasimah dengan kasus korupsi pada putusan 

234 PK/ Pid.Sus/ 2018.dalam berat ringannya, kasus nenek Minah dan Rasimah 

                                                           
 11

 Febriadi, “Kontribusi Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang 

Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP Untuk 

Penjatuhan Vonis Tindak Pidana Ringan (Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen)” Skripsi, 

Universitas Brawijaya, (2013), hlm. 27.  

 
12

 Ibid.  
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mampu dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari penjara, hanya karena mencuri 3 buah 

kakao / 6 buah piring yang nilai nominal barang yang dicurinya lebih dari Rp. 

250. Perlu di ketahui bahwasanya nilai nominal Rp. 250, berlaku pada tahun 1960, 

tentunya jika di kesinambungkan dengan era sekarang tentu tidak relavan  

sedangkan kasus korupsi pada putusan 234 PK/ Pid.Sus/ 2018 hanya dijatuhi 

hukuman penjara selama 7 Tahun dengan denda Rp. 200.000.000, serta apabila 

denda tidak dibayarkan bisa digantikan dengan hukuman kurangan selama 1 tahun 

4 bulan.
13

 Padahal dalam kasus korupsi tersebut, terpidana telah melakukan suap 

berkisar USD 190 ribu dan fasilitas menginap di Hotel Radisson Edwadian May 

Fair London, Inggris dengan nilai 899,16 pounsterling. Tidak jauh berbeda 

dengan kasus korupsi yang dijelaskan sebelumnya, pada putusan No 211 K / 

Pid.Sus / 2018 yang djatuhkan hukuman hukuman 12 tahun penjara dengan denda 

sebesar 5 milyar, dengan.
14

 Selain itu terdapat kasus perbankan pada putusan 1869 

K / Pid.Sus / 2018. Dalam putusan tersebut, terpdakwa dijatuhi hukuman pidana 

penjara 7 Tahun dengan denda 10 milyar. Jika denda tersebut tidak mampu 

terbayarkan, maka diganti dengan kurungan 3 bulan.
15

 Dari hal tersebut terlihat 

bahwa kasus yang justru membutuhkan penanganan pidana yang khusus, malah 

strafmaat-nya tidak jauh berbeda dengan kasus tindak pidana ringan.  

 Adanya RUU KUHP merupakan suatu bentuk usaha dalam pembaharuan 

di bidang struktur, kultur serta materi hukum. RUU KUHP adalah berkaitan 

                                                           
 

13
 Putusan Direktori Mahkamah Agung 234 PK /Pid.Sus/2018 tentang Korupsi.  

 
14

 Putusan Direktori Mahkamah Agung 211 K / Pid.Sus/ 2018 tentang Pencucian Uang.  

 
15

 Putusan Direktori Mahkamah Agung 1869 K / Pid. Sus/2018 tentang Perbankan.  
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dengan adanya perkembangan dalam hubungan antar bangsa.
16

 Peninjauan dalam 

RUU KUHP, tidak akan ada artinya hukum pidana (KUHP) di ganti atau di 

perbaharui, apabila tidak dipersiapkan atau tidak di sertai dengan perubahan ilmu 

hukum pidananya. Dengan sebutan lain, bahwa criminal law reform atau legal 

substance reform wajib  disertakan dalam pembaharuan terhadap ilmu 

pengetahuan mengenai hukum pidananya (legal / criminal science reform).
17

 RUU 

KUHP dalam pemidanaan denda, dibentuk dalam kategorisasi. Kategorisasi ini 

mulai dimunculkan tahun 1987.
18

 Tetapi dengan adanya pembaharuan berupa 

RUU KUHP dalam pemidanaan denda, rupanya juga belum bisa di katakan 

menjembatani dalam penerapan pidana denda atau masih memiliki kekurangan. 

Kekurangan tersebut, tidak jauh berbeda dengan KUHP versi lama  diantaranya 

Pertama, pidana denda memperbolehkan orang ketiga untuk melakukan 

pembayarannya tersebut, Kedua, mempunyai peluang untuk dapat menimbulkan 

tindak pidana yang lainnya ,jika pembayaran denda tidak mampu terpenuhi. 

Ketiga, memberikan keuntungan terhadap pihak yang memiliki kemampuan untuk 

mempertanggungjawabkan perbuatannya lewat pidana denda, Keempat, kesulitan 

jaksa eksekutor untuk menangani penagihan pidana denda bagi terpidana yang 

tidak ditahan / tidak berada dalam penjara. Kelima, terlampaunya nilai nominal 

uang yang sangat rendah dalam pemidanaan, sehingga, membuat hilangnya 

keselarasan rasa keadilan dalam masyarakat. Keenam, nilai maksimum yang 

                                                           
 

16
 Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, 

(Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2012), hlm. 83. 

 
17

 Ahmad Bahiej,  Hukum Pidana, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), hlm. 185.  

 
18

Ahmad Bahiej, Politik Hukum Pidana Indonesia Usaha Pembaharuan KUHP Nasional, 

(Yogyakarta: Ierpo Kreasindo, 2018), hlm. 76.  
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tercantum damlam pembayaran pidana dendanya, rupanya belum mampu 

mengikuti perkembangan nilai mata uang. Ketujuh, pidana denda masih 

menggunakan sistem KUHP Belanda, sehingga belum terlihat pola 

pemidanaannya.Penggunaan KUHP Belanda versi lama, disebabkan karena RUU 

KUHP belum di sahkan serta masih dalam status ditunda. Kedelapan, Pengaturan 

mengenai tentang pidana denda serta pidana penjara tidak menjadi satu, sehingga 

tidak ada sinkronisasi diantara keduanya.  

 Tetapi, disamping kekurangan yang dimilki oleh pidana denda, tentunya 

pidana denda juga memiliki kelebihan, di antaranya Pertama, pembayarannya 

lebih mudah untuk dilakukan. Hal tersebut, di karenakan akan mudah diganti jika 

terjadi kesalahan, Kedua, memberikan keuntungan terhadap pemerintah. Karena, 

apabila proses beracaranya tanpa di sertai dengan kurungan subsidair, maka tidak 

perlu mengeluarkan biaya. Ketiga, pidana denda tidak menimbulkan pencemaran  

nama baik atau hilangnyanya kehormatan yang dimiliki terpidananya. Keempat, 

pidana denda akan memberikan ruang kebebasan dalam hal perikemanusiaan, 

Kelima, pidana denda dapat di jadikan sebagai penghasilan daerah atau kota. 

Tetapi, hal tersebut, perlu ditinjau ulang, karena harus melihat juga dari sisi 

korban yang dirugikan.
19

 

 Berdasarkan uraian diatas, maka di perlukan sebuah pengkajian menarik 

berkaitan dengan tinjauan penelitian mengenai berat ringan dari sanksi pidana 

                                                           
 

19
 Hani Barizatul Baroroh, “Pidana Denda dalam RUU KUHP Perspektif Hukum Pidana 

Islam” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (20101), hlm. 23.  
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denda dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia dari waktu lalu, waktu kini, 

dan waktu yang akan mendatang dengan judul :  

 “Strafmaat Sanksi Pidana Denda dan Perkembangannya dalam 

Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sistematika penjatuhan sanksi pidana denda jika di lihat dari 

sisi strafmaat / berat ringat pidana berdasarkan KUHP dan dalam 

pembaharuan hukum pidana di Indonesia? 

2. Apakah penerapan strafmaat / berat ringannya pidana denda telah 

memenuhi nilai-nilai keadilan di dalamnya? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

 Berdasarkan permasalahan yang di paparkan di atas, berikut tujuan dan 

keguanaan penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengungkap penerapan sistematika pidana denda yang di sesuaikan 

dengan perkembangannya serta dalam pembaharuannya pada hukum 

pidana Indonesia.  

b. Untuk mengungkap terkait penerapan strafmaat / berat ringan pidana 

terhadap pidana denda apa telah memenuhi secara terurai, teruji dengan 

nilai-nilai keadilan 
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2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara Teoritis  

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi 

masyarakat dan khusunya dalam penegakkan hukum agar mampu 

merealisasikan dari tujuan pemidanaan.  

2. Diharapkan mampu menjadi referensi serta inspirasi bagi 

penelitian selanjutnya dalam mengkaji penelitian yang sama atau 

penelitian yang lainnya.  

b. Secara Praktis 

1. Bagi peneliti, diharapkan mampu menambah wawasan yang baru, 

khususnya bidang hukum dengan kajian konsentrasi hukum pidana 

serta kajian bidang hukum dengan konsentrasi lainnya.  

2. Hasil penelitian ini, mampu memberikan tambahan informasi 

mengenai penerapan pemidanaan khususnya penerapan pidana 

denda. Selain itu, juga memberikan pengetahuan yang baru 

terhadap aparat penegak hukum, mengenai tinjauan keadilan yang 

dibutuhkan masyarakat.  

D. Telaah Pustaka 

 Pembahasan mengenai pidana denda, sejatinya telah lama menjadi 

perbincangan hal tersebut dikarenakan, terdapat kekosongan hukum dalam 

pengaturannya. Sehingga, perlu dikaji lebih lanjut mengenai mekanisme 

penerapan pidana denda yang notabene merupakan pidana alternatif dalam stesel 

pemidanaan. Hal teresebut dikarenakan, sistem stesel pemidanaan akan terus 
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berkembang dan dibutuhkan untuk menangani permasalahan hukum yang ada di 

masyarakat. Meskipun tema dalam penulisan penelitian ini sama dengan 

penelitian sebelumnya, namun, pembahasan yang ditinjau berbeda.  

 Berikut, beberapa kajian yang sebelumnya telah membahas tentang pidana 

denda, diantaranya : 

 Skripsi Hani Barizatul Baroroh, “Pidana Denda dalam RUU KUHP 

Perspektif Hukum Islam”. Mengkaji tentang ketentuan denda yang terdapat dalam 

hukum islam, kemudian dilakukan perbandingngan dengan RUU KUHP versi 

tahun 2013.  Skripsi milik Hani Barizatul Baroroh ini memiliki kesamaan dengan 

penelitian ini, yakni objek yang diteliti adalah pidana denda. Yang membedakan 

adalah pada fokus kajiannya. Skripsi milki Hani Barizatul Baroroh dengan judul 

“Pidana Denda dalam RUU KUHP Perspektif Hukum Islam” lebih difokuskan 

terhadap RUU KUHP nya saja. Sedangkan penelitian ini, fokus pengkajiannya 

adalah KUHP serta RUU KUHP berdasarkan perkembangannya dari waktu ke 

waktu. Di samping itu, skripsi milik Hani Barizatul Baroroh, hanya mengkaitkan 

dengan hukum pidana islam. Sedangkan penelitian ini, dikaitan pada hukum 

positif yang berlaku di Indonesia.
20

 

 Skripsi Muhammad Nur Abdurrahman dengan judul “Penerapan Peraturan 

“Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Tindak Pidana 

Ringan dan Jumlah Denda di Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2015-2016”, 

membahas terhadap studi kasus tindak pidana ringan dengan rentan waktu 2015-

                                                           
 20

 Ibid. 
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2016. Sedangkan penelitian ini, memfokuskan terhadap model penelitian konsep 

pada strafmaat / berat ringannya pidana dari pidana denda dari masa lampau, 

masa sekarang, serta masa yang akan datang.
21

  

 Skripsi Anistia Ratenia Putri Siregar judul “Eksistensi “Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak 

Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP Pada Peradilan Pidana” 

menitikberatkan tentang keberadaan dari nilai pidana itu sendiri. sedangkan pada 

penelitian ini, yang menjadi fokus utama adalah strafmaat atau berat ringan dari 

pidana denda. Selain itu, dalam artikel jurnal milik Anistia Ratenia Putri Siregar, 

yang menjadi objek hanya KUHP. Sedangkan penelitian ini, meninjau dari KUHP 

juga RUU KUHP.
22

 

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori - Teori Pemidanaan 

 Teori-Teori Pemidaan sendiri, terbagi menjadi tiga. Pertama, teori absolut/ 

retributif (teori pembalasan), Kedua, teori relatif / teori utilitarian (teori tujuan), 

Ketiga, teori gabungan.  

 

 

                                                           
 

21
 Muhammad Nur Abdurrahman, “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda 

di Pengadilan Negeri Bantul” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

(2016), hlm. 1.  

 
22

 Ibid.,hlm.1.  



14 
 

 
 

a. Teori Absolut / Retributif (Teori Pembalasan) 

 Teori absolut / retributif (teori pembalasan) merupakan teori yang 

menerapkan bahwa pemidanaan perlu dilakukan sebagai wujud dari pembalasan 

terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan. teori ini menyebutkan, sifat 

bpembalasan tersebut harus dilakukan atau bersifat mutlak. Dalam teori absolut / 

retributif (teori pembalasan) ini hanya menginginkan adanya rasa penderitaan 

terhadap pelaku kejahatan, tanpa melihat masa yang akan datang dari penjahat 

tersebut.  Sehingga, dalam teori absolut / retributif  ini, hanya memperhatikan sisi 

delik kejahatan pada masa lalu serta masa sekarang yang telah dilakukan oleh 

pelaku kejahatan tanpa memperhatikan sisi masa yang akan mendatang pelaku 

kejahatan itu sendiri.  

 Teori absolut / retributif (teori pembalasan) menerapkan sistem teori yang 

setimpal. Artinya, segala delik yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan 

terhadap korban harus dibalas setara sesuai dengan perbuatan kejahatan yang telah 

dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap korban. Teori ini, dianggap sebagai 

teori yang keras, karena hanya mengandalkan pada sisi emosionalnya saja. 

Sehingga, sifat dari teori absolut ini kurang irrasional dalam melakukan 

pemdanaan.  

 Menurut pendapat Nigel Welker sebagaimana yang dikutip oleh Sri 

Sutatiek dalam bukunya yang berjudul “Rekonstruksi Sanksi dalam Hukum 

Pidana Anak di Indonesia Urgensi Penerbitan Panduan Pemidanaan (The 

Sentecing Guidelines) yang diperuntukan terhadap Hakim Untuk Anak” , yang 
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terdapat di dalam teori absolut ataupun teori retributif ataupun dengan penyebutan 

sebagai teori pembalasan, pembalasan sendiri (vergelding), terbagi menjadi dua 

pengertian yang digunakan yakni relatiory atau pembalasan distributif serta 

quantitative retribution atau pembalasan quantitatif.
23

  

 Selain Nigel Welker yang menyampaikan pendapatnya tentang keberadaan 

teori absolut / retributif (teori pembalasan), terdapat juga beberapa pakar hukum 

yang menyampaikan pendapatnya dalam mendukung keberadaan teori ini. 

Diantaranya  Immanuel Kant, Herbert, Stahl, Jean Jacque Rousses.
24

  

 Menurut Immanuel Kant sebagaimana yang dikutip oleh Leiden Marpaung 

dalam bukunya yang berjudul Asas Teori Praktik Hukum Pidana”, dalam 

pelaksanaan pemidanan tentunya harus didasarkan pada kejatan yang telah 

dilakukan leh narapidana. Sedangkan untuk pemberian hukuman adalah sifatnya 

mutak atau keharusan. Karena, hal tersebut merupakan sebagai bentuk dari 

pembalasan dari kejahatan yang telah dilakukan. Menurut pendapat ahli filsafat 

yang lainnya, yakni Hegel mengenai teori absolut / retributif adalah, eksistensi 

adanya hukum, merupakan bentuk nyata adanya suatu kebebasan dalam 

kemerdekaan. Sedangkan kejahatan, merupakan tantangan hukum dalam 

memberikan perlawanan terhadap kemerdekaan. Karena hukuman adalah bentuk 

dari sisi imbalan, maka hukum diartikan sebagai dialectische vergelding. 

Pengertian tentang kejahatan dalam keterkaitan dengan teori absolut / retributif 

                                                           
 23

 Leiden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 

hlm. 105-106. 
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dari para ahli pidana yang lainnya, yakni Herbart adalah, kejahatan merupakan 

suatau perasaan yang menimbulkan ketidaknyamanan terhadap orang lain. 

Sehingga, pemberian hukuman dalam melawan kejahatan merupakan pencapaian  

kepuasan masyarakat untuk menanggulangi adanya kejahatan.  

 Berbeda pendapat dengan Herbart, menurut Stahl, hukum merupakan 

suatu perikeadilan yang di bentuk oleh Tuhan. Sehingga, jika terdapat kejahatan, 

maka hal tersebut merupakan tindakan dalam menyalahi perikeadilan Tuhan. 

Untuk menghilangkan kejahatan tersebut, negara di berikan kewenangan untuk 

memberikan pembalasan terhadap pelaku kejahatan.   

 Selanjutnya, menurut teori Jean Jacques Rousseu, bahwa sejatinya setiap 

manusia mengiginkan kemerdekaan dengan sebebas-bebasnya.Akan tetapi, perlu 

diketahui bahwa kemerdekaan yang sebebas-besbanya tersebut, di perlukan aturan 

yang mengatur, agar tidak tejadi kekacauan akibat salah dalam memaknai arti dari 

kemerdekaan tersebut. karena tentunya, jika terjadi kekacauan akibat dari 

kesalahan dalam memaknai kemerdekaan, maka akan terenggutnya hak dan 

kewajiban dari orang lain. Dengan adanya aturan tersebut, adanya keterikatan 

yang disebut sebagai hukum. Yang mana dalam keterikatan tersebut, terdapat 

ancaman-ancaman agar tidak terjadi kekacauan. Serta, ancama-ancaman tersebut, 

tentunya sudah disetujui oleh semua orang termasuk juga oleh pelaku 

kejahatannya.
25
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b. Teori Relatif atau Nisbi 

 Menurut teori relatif atau nisbi, sebagaimana di kutip melalui buku Asas-

Asas Hukum Pidana yang di tulis oleh Wirjojono Prodjodikoro, teori relatif atau 

nisbi tidak hanya mengedepankan dari tujuan pemidanaan. Melainkan melihat dari 

sisi kemanfaatan yang di dapatkan terhadap masyarakat, ketika pemidanaan 

tersebut dilaksanakan. Sehingga, dalam penerapan teori ini, pemidanaan terhadap 

pelaku kejahatan , tidak hanya di lihat dari sisi waktu lampau ataupun sekarang, 

malainkan juga dampak di masa yang akan mendatang   

 Dalam teori ini, yang di utamakan adalah kemanfaatan untuk khalayak 

banyak. Dengan demikian langkah yang di lakukan dari teori ini adalah dengan 

pencegahan. Untuk melakukan pencegahan ataupun prevensi, menurut teori relatif 

/ nisbi terbagi menjadi dua. Yakni prevensi khusus serta prevesi umum. Masing-

masing prevensi, membahas tentang ancaman serta penjatuhan pidana. Sehingga, 

orang akan takut untuk melakukan kejahatan. Untuk prevensi khusus di fokuskan 

terhadap pelaku kejahatan. sedangkan prevensi umum, di fokuskan terhadap, 

oknum-oknum yang mencoba untuk melakukan kejahatan. sehingga, timbul rasa 

takut untuk melakukannya. Disamping itu, disebutkan juga bahwa Paul Anslem 

Feuerbach lebih memfokuskan terhadap ancaman pidana. Dengan demikian 

bahwasanya kejahatan tersebut dilakukan karena adanya dorong fisik maupun 

psikis atau yang disebut sebagai psychologischedwang.  

 Seperti yang dijelaskan sebelumnya, teori relatif atau nisbi lebih 

mencenderungkan untuk memperperbaiki keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih 
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baik, agar tidak mengulangi perbuatan jahatnya lagi. menurut Zebenbergen 

terdapat tiga hal yang mampu di gunakan untuk memperbaiki keadaan pelaku 

kejahatan, yakni perbaikan secara yuridis, intelektual, maupun moral. Yang mana, 

dalam perbaikan yuridis di lakukan dengan cara meperbaiki undang-undangnya, 

perbaikan intelektual dengan cara memperbaiki pola pikir dari pelaku kejahatan. 

sedangkan perbaikan moral dilakukan dengan cara memperbaiki perilaku susila 

dari pelaku kejahatan tersebut, hal ini dilakukan agar moral yang di miliki oleh 

pelaku kejahatan menjadi orang yang bermoral baik dan tinggi. Menurut 

Zevenbergen, pembela dari perbaikan-perbaikan ini adalah Stelzer, Groos, dan 

Kraus.
26

 

c. Teori Gabungan (Verenigings-Theorien) 

 Teori gabungan (veregnegingstheirien, gemengde theorien) adalah 

perpaduan dari teori absolut dengan teori relatif. Penganut dari teori ini adalah 

Karl Binding. Teori ini menjadikan pembenaran dasar pidana terletak pada 

kejahatan ataupun tujuan pidananya. Di dalam teori tujuan, terdapat keberatan-

keberatan sebagai berikut, Pertama, pidana hanya di peruntukan untuk 

menghindari timbulnya kejahatan. Kedua, Pidana yang berat dapat menimbulkan 

berkurangnya rasa keadilan, apabila akibat dari kejahatan yang ringan. Ketiga, 

Adanya kesadaran hukum dalam masyarakat di butuhkan bentuk kepuasan yang 

diterima oleh masyarakat. Maka daripada itu penggabungan teori antara teori 

absolut dengan teori relatif dengan membentuk menjadi teori gabungan, 
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merupakan langkah praktis dan seimbang dalam pemidanaan. Tidak hanya 

mefokuskan terhadap efek jera yang diberikan terhadap pelaku kejahatan, namun 

juga memperbaiki keadaan dari pelaku kejahatan.  

 Teori gabungan terbagi menjadi tiga jenis. Yakni, Pertama, Teori 

gabungan memfokuskan terhadap pembalasan. Namun, pembalasan yang 

diterapkan tidak mengabaikan kepentingan-kepentingan dari masyarakat. Kedua, 

Teori gabungan memfokuskan terhadap pertahanan yang ada pada lingkungan 

masyarakat. Tetapi, fokus pertahanan tersebut pemidanaannya tidak boleh lebih 

berta daripada penderitaan yang dialami oleh pelaku kejahatan. Dalam melakukan 

prevensi, tentunya harus memuat unsur-unsur wajib yang memenuhi di dalamnya. 

Seperti menakuti, memperbaiki, serta mebinasakan. Ketiga, Teori Gabungan 

dalam perbandingan antara pembalasan dengan pertahanan yang terdapat dalam 

masyarakat.
27

 

2. Asas Subsidair 

 Mengutip dari presentasi Asas-Asas dalam Sistem Peradilan Pidana, Asas 

subsidair merupakan asas dalam hukum pidana yang menerangkan bahwasanya, 

apabila dalam penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan dengan cara lain, 

namun masih terdapat pilihan yang dapat digunakan untuk menanggulangi 

kejahatan tersebut, maka sebisa mungkin, sarana yang masih ada tersebutlah yang 

digunakan. Sifat dari asas subsidair ini adalah alternative second. Artinya, cara 
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 B. Hutahean, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian 
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lain yang dapat digunakan untuk melakukan pemidanaan jika, pilihan pemidanaan 

yang utama tidak mampu dalam menanggulangi.
28

 

3. Teori Keadilan Hukum  

 Pencetus adanya teori keadilan adalah John Rawls. Menurut penuturan 

John Rawls sebagaimana dikutip melalui jurnal TAPis, tujuan dari teori keadilan 

menurut John Rawls dibagi menjadi dua. Teori pertama menjelaskan, dasar 

adanya keadilan adalah moral yang menjadi pertimbangan pada keadaan khusus. 

Sehingga, keputusan moral yang dimaksud adalah sejumlah dari penilaian moral 

dan tinakan sosial yang diperbuat. Sehingga keputusan moral yang diperbuat 

harus mampu menunjukan penilaian moral secara refleksi. Teori Kedua, menurut 

Rawls bahwasanya keadilan bisa didapatkan ketika terdapat keuntungan dan 

kegunaan di dalamnya. Hal ini disebut sebagai avarege ultilitarianisme. 

Sedangkan ultilitarisme hanya memandang bahwa keadilan didapatkan dari 

keuntungan pendapatan per-kapita saja. Sehingga dari kedua versi ultilitasrisme 

diartikan sebagai kepuasan dan keuntungan. Menurut Rawls, prisip keadilan yang 

di kemukakannya jauh lebih unggul. Karena prinsip tersebut, mengedepankan 

keputusan moral etis serta keadilan sosial.
29
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4. Strafmaat, Strafsoort, Strafmodus 

 Strafmaat merupakan jumlah pidana / berat ringannya pidana yang 

dijatuhkan oleh hakim melalui putusannya. Berat ringannya ini menyangkut 

tentang hukuman tertinggi (maksimum) serta hukuman terendah 

(minimum).
30

Strafsoort merupakan jenis – jenis  dari pemidanaan. Dalam 

pemidanaan sendiri harus memilki kejelasan alasan dalam memeberikan 

penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Sedangkan Strafmodus, 

merupakan tata cara dalam melakukan penjatuhan pidana.
31

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan cara Library Research atau 

penelitian kepustakaan. Yang mana, jenis penelitian tersebut dilakukan dengan 

cara membaca serta menelaah dengan menggunakan buku-buku yang bersumber 

dari data primer, sekunder, tersier ataupun bahan-bahan lainnya yang mampu 

menunjang dalam penyusunan penelitian ini. Penggunaan bahan-bahan tersebut 

memilki karekteristik yang berbeda, namun tetap memilki keterkaitan untuk 

menyusun penelitian kepustakaan.  
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2. Sifat Penelitian 

 Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik. Deskriptif berarti 

penggambaran dari peraturan-peraturan yang digunakan sebagai penunjang dalam 

penyususnan penelitian ini Analitik berarti cara yang digunakan dalam ilmu 

pengetahuan untuk menelaah serta menganalisis dengan menggunakan 

pemerincian terhadap objek-objek yang akan diteliti. Pemerincian tersebut, 

tentunya menggunakan kerangka teoritik yang nantinya akan dikorelasikan 

dengan data-data penelitian dan diolah, supaya mendapatkan informasi yang 

aktual.  

3. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian dengan 

menggunakan pendekatan ini, menggunakan asas-asas hukum, penelitian 

sistematika hukum, taraf sinkronisasi, sejarah hukum, serta perbandingan 

peraturan hukum pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah yuridis normatif dengan penelitian sistematika hukum dan taraf 

sinkonisasi, yang terkait dengan berat ringan pidana denda dalam setiap 

pembaharuan hukum pidana yang ada di Indonesia.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Sumber Data Primer 

 Sumber data ini, menggunakan bahan-bahan hukum yang memiliki 

keterkaitan dalam penyusunan penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang 

digunakan tentunya bersifat mendasar dari topik penelitian yang akan di bahas. 

Berikut sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan 



23 
 

 
 

Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana 

Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Undang-Undang Narkotika, Undang-

Undang Psikotropika, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Korupsi, 

Undang-Undang Pencucian Uang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP), serta Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(RUU KUHP September 2019).   

b. Sumber Data Sekunder 

 Sumber data ini, lebih bersifat familiar, artinya sangat mudah untuk 

ditemukan serta masih memiliki korelasi dengan sumber data primer. Seperti 

buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, makalah, skripsi, karya ilmiah, serta hasil 

penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini. 

Seperti pidana denda, sistematika dalam penerapan pidana denda di Indonesia, 

serta pembaharuan hukum pidana yang ada di Indonesia.  

c. Sumber Data Tersier 

 Sumber data ini, menjadi penunjang untuk data primer maupun data 

sekunder. Contohnya adalaha kamus, ensklopedia, daftar bacaan, katalog 

perpustakaan, direktori, bibliografi serta internet.  

5. Analisis Data 

 Analisis data merupakan hal yang terpenting setelah mendapatkan data-

data penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif, yang mana anaslisis kualitatif memilki keterkaitan dengan terhadap 

norma hukum seperti hal-nya peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-
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Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (RUU KUHP September 2019), penjatuhan putusan, 

norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan nilai-nilai keadilan yang menjadi 

titik tumpu pada pembahasan penelitian ini. Analisis kualitataif ini, di sinkronkan 

terhadap data primer maupun data sekunder dengan basis pendeskripsian aturan-

aturan hukum posistif yang ada di Indonesia, agar dapat mengetahui makna dari 

aturan-aturan tersebut yang nantinya untuk menyusun penelitian ini.  

G. Sistematika Pembahasan 

 Untuk mendapatkan penelitian yang optimal, maka perlu disusun sebuah 

sistematika pembahasan untuk menyusunnya 

 Bab Pertama, merupakan pendahuluan berisikan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dan kegunaan 

penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sismatatika 

pembahasan mengenai gambaran umum tentang penelitian.  

 Bab Kedua, berisikan mengenai hukum pidana dan sanksi pidana yang 

meliputi pembahasan tentang pengertian hukum pidana, pengertian sanksi dalam 

hukum pidana serta sanksi pidana dalam hukum pidana.  

 Bab Ketiga, berisikan mengenai sanksi pidana denda yang meliputi 

pembahasan tentang penjelasan mengenai pengertian pidana denda yang disertai 

dengan sistem pengaturan pidana denda yang meliputi pengaturan pidana denda 

dalam KUHP, di luar KUHP dan PERMA No. 02 Tahun 2012. Kemudian 

pembahasan selanjutnya meliputi pemaparan sejarah pidana denda.  
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 Bab Keempat, berisikan mengenai analisis strafmaat pidana denda dan 

pembaharuannya, yang dalam pembahasannya meliputi strafmaat sanksi pidana 

denda di Indonesia dengan disertai pembahasan penerapan strafmaat pidana 

denda dalam KUHP, di luar KUHP dan RUU KUHP September 2019. Disamping 

itu, dibahas juga mengenai pembaharuan sanksi pidana denda di Indonesia. 

Kemudian dikorelasikan dengan kasuistik nominal mata uang yang menjadi 

pemberitaan saat ini. Seperti redonominasi, fluktuatif mata uang, pidana denda.  

 Bab Kelima, merupakan bab penutup. Yang berisi kesimpulan serta saran- 

saran dari penulis terhadap penelitian ini. Dilengkapi juga dengan daftar pustaka 

dari semua sumber refrensi yang di gunakan untuk penelitian ini.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Strafmaat sanksi pidana denda dan perkembangannya dalam pembaharuan 

hukum pidana Indonesia, menurut sistematika penjatuhannya masih 

menganut pedoman KUHP, Undang-Undang Luar KUHP dan 

Pembaharuannya yang berupa Perma No. 02 Tahun 2012. Mekanisme 

penjatuhannya sendiri, dari masing-masing pedoman memilki 

kebijakannya masing-masing. Dalam KUHP maupun RUU KUHP 

menganut sistem kategorisasi denda yang dari tahun ke tahun mengalami 

perubahan berupa peningkatan atau sama yang ada pada satu tahun 

sebelumnya. Sistem kategorisasi denda ini bertujuan agar, batasan nilai 

denda tetap pada range nya mengingat bahwa nominal denda (mata uang) 

bersifat fluktuatif. Strafmaat pidana denda KUHP maupun RUU KUHP 

hanya mengenal batasan minimum umum dan maksimum khusus. Hal 

inilah yang menjadi tolok ukur dalam menentukan range nominal pidana 

denda. Untuk Undang-Undang Luar KUHP, strafmaat yang dijatuhkan 

mnegikuti dari pembuat undang-undang itu sendiri, nominal denda yang 

diancamkan lebih besar daripada nominal KUHP dan RUU KUHP. Akan 

tetapi, Undang-Undang Luar KUHP belum memilki kemandirian yang 

pasti mengenai penjatuhan sanksi pidana denda, karena masih memilki 

ketergantungan terhadap KUHP maupun perundang-undangan lainnya. 

Ketergantungan tersebut, masih terlihat dalam penggunaan Pasal 103 
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KUHP sebagai pengganti dari pemidanaan denda, apabila pidana denda 

yang dijatuhkan dendanya tidak mampu dilunasi oleh terpidananya. Untuk 

Perma No. 02 Tahun 2012, penjatuhan strafmaat belum dapat terlihat 

secara pasti. Hal tersebut karena, penegak hukum khusunya hakim lebih 

memilih untuk menjatuhkan pidana bersyarat dibandingkan harus 

menerapkan Perma No. 02 Tahun 2012. Penerapan pidana bersyarat ini 

dianggap lebih bisa memberikan penjeraan daripada denda serta aturan 

hukum yang memuatnya, kedudukannya lebih pasti dibandingkan Perma 

No. 02 Tahun 2012.  

2. Keadilan yang diberikan oleh pidana denda dalam menerapkan strafmaat 

menurut penulis masih dikatakan belum adil. Hal tersebut karena, masih 

terjadi ketidakseimbangan dalam menerapkannya meskipun hal tersebut 

sudah dilakukan pembaharuan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Plato, bahwa keadilan harus seimbang, keadilan moral yaitu suatu 

perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah mampu memberikan 

perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya Selain itu Rawls 

berpendapat, bahwa keadilan harus bisa memberikan kemanfaatan. 

Kemanfaatan sendiri terukur apabila masing-masing pihak sudah bisa 

merasakan kebaikan dari suatu kebijakan hukum yang diterapkan. 

Ketidakseimbangan yang terjadi, meliputi pada pedoman yang digunakan 

dalam menerapkan pidana denda. Sehingga, terjadi tumpang tindih dalam 

menerapkannya. Pertama, Perma No. 02 Tahun 2012 tersebut 

menggunakan kata “menyesuaikan” sebagai manipulasi dari kata 
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“mengubah” dalam mengatasi nominal denda dalam KUHP. Padahal 

Perma sendiri kedudukannya tidak sejajar dengan KUHP. Sedangkan, 

untuk mengubah undang-undang sendiri, undang-undang yang akan 

diubah harus sejajar. Kedua, terjadi ketidaksinkronisasi mengenai 

lipatganda nilai denda. Apabila dalam dalam penjelasan umum perma 

lipatganda denda sebesar 10.000 kali, tetapi dalam Pasal 3 Perma hanya 

sebesar 1000 kali. Ketiga, diperbolehkannya penyidik dan penuntut umum 

untuk melakukan tindak penahanan. Padahal adanya Perma sendiri untuk 

memperbaiki nilai denda, bukan sebagai penahanan. Selanjutnya, 

keberadaan RUU KUHP September 2019, sebenarnya nominal dendanya 

sudah bisa mengikuti perkembangan era saat ini, namun statusnya belum 

ada kejelasan, sehingga ini merupakan penghambat dari pembaharuan 

pidana denda dimasa yang akan mendatang. Selain itu adanya perencanaan 

redenominasi mata uang, tentunya akan mempengaruhi nilai denda di 

masa yang akan mendatang, mengingat bahwa denda sendiri nominalnya 

bersifat fluktuatif. Maka dari iu, perencanaan redenominasi harus 

dilakukan secara sematang mungkin, agar terhindar kegagalan dimasa 

yang akan mendatang, karena ini tentunya akan mempengaruhi keberadaan 

strafmaat pidana denda di masa yang akan mendatang.  

B. Saran 

Terkait dengan penerapan strafmaat pidana denda dan pembaharuannya 

dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, penulis dapat memberikan 

beberapa saran dari latar penenlitian ini yaitu :  
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1. Memperbaharui serta memperbaiki dari aturan-aturan pidana denda yang 

bisa memberikan celah hukum bagi terpidana untuk tidak melaksanakan 

pidana denda.  

2. Pembahruan-pembaharuan mengenai pidana denda yang telah sebelunya 

telah diterbitkan seperti PERMA No. 02 Tahun 2011 perlu ditinjau ulang 

lagi oleh Mahkamah Agung dalam penerapannya, karena didalamya masih 

terdapat kekurangan-kekurangan. Kekurangan-kekurangannya meliputi 

dari hirarki PERMA No. 02 Tahun 2012 yang kedudukannya dibawah 

KUHP,  kurangnya sosialisasi untuk menerapkan PERMA No. 02 Tahun 

2012, nominal denda yang diterapkan di dalamnya, serta nominal denda 

yang dijadikan pedoman dalam menerapkan pidana denda. Hal tersebut 

karena, Mahkamah Agung tidak menjelaskan mengenai asal-asul pidana 

denda dilipatgandakan sebesar 1000 kali. Padahahal dalam penjelasan 

umum PERMA dilipatgandakan sebesar 10.000 kali 

3. Aturan mengenai pidana pengganti denda, apabila terpidana tidak mampu 

melunasi dendanya dan diganti dengan pidana penjara atau kurungan 

dalam RUU KUHP, menurut penulis strafmaat nya masih dianggap terlalu 

ringan. Untuk itu, DPR perlu merumuskan ulang mengenai ketentuan 

pidana pengganti denda, agar tidak terjadi kelonggaran penjatuhan sanksi 

terhadap terpidannanya.  

4. Perlunya merumuskan untuk menambahkan dalan aturan denda mengenai 

kebijakan denda menghadapi redenominasi di masa yang akan menadatang 
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